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KEGIATAN 6 : KEGIATAN 7 :
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HASIL :

Tercapainya Nilai Lakip
HASIL :

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT)

KEGIATAN 2 :

Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja dan 

Penutupan Perusahaan di 

Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator :

Terbinanya hubungan kerja 

dengan baik dan harmonis 

melalui komunikasi lembaga 

kerjasama bipartit

HASIL :

Terlaksananya Program Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi

KEGIATAN 4 :

Pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator :

Jumlah bulan pemeliharaan barang milik 

daerah

HASIL :

Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non 

Migas

KEGIATAN 2 :

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan 

peralatan penunjang kantor

Administrasi umum 

perangkat daerah

Tersedianya administrasi 

umum perangkat daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / Kota

Penyediaan Informasi Industri 

untuk Informasi Industri untuk 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten/Kota

KEGIATAN 1 :

Jumlah dokumen hasil 

penyediaan informasi industri 

untuk informasi industri IUI, 

IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan 

kabupaten/kota

Indikator :

Indikator :

Indikator :

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), 

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 

Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

KEGIATAN 3 :

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Indikator :

Jumlah bulan 

penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah

Jumlah laporan 

informasi tenaga 

kerja

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / Kota

Program Perencanaan Tenaga 

Kerja

Program Pelatihan Kerja dan 

Produktifitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga 

Kerja
Program Hubungan Industrial

Program Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi

Program Perencanaan 

dan Pembangunan 

Industri

Tersedianya 

administrasi umum 

perangkat daerah

KEGIATAN 5 :
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah bulan 

pemeliharaan barang 

milik daerah

KEGIATAN 1 : KEGIATAN 1 :

Dokumen persyaratan 

kerja

Pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama untuk 

Perusahaan

yang Hanya Beroperasi 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

KEGIATAN 1 :

POHON KINERJA CASCADING/ KESELARASAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA ESELON II DAN III

DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

KEGIATAN 1 :

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

KEGIATAN 1 :KEGIATAN 1 :

Penyusunan dan 

Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Hasil 

Pemantauan dan 

Pengawasan Dengan 

Jumlah Izin Usaha Industri 

(IUI) Kecil dan Industri 

Menengah Yang 

Dikeluarkan Oleh Instansi 

Terkait 

Persentase Jenis Informasi 

Industri Yang Tersedia

UPT. Industri Rotan 

Hampangen

Program Pengendalian Ijin 

Usaha Industri

Program Pengelolaan Sistem 

Informasi Industri Nasional

PROGRAM 8 : PROGRAM 9 :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya yang ditempatkan

PROGRAM 3 : PROGRAM 4 : PROGRAM 5 : PROGRAM 6 : PROGRAM 7 :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel

SASARAN RENSTRA :

Tercapai Nilai LAKIP

TUJUAN PEMBANGUNAN  :

SASARAN PEMBANGUNAN :

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3

SASARAN RENSTRA :

Tujuan 1 : Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Yang Maju dan Berkelanjutan

Tujuan 2 : Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berdaya Saing

Tujuan 6 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan 

Ketahanan Pangan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, 

dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui 

Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten

KEGIATAN 3 :

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

TUJUAN RENSTRA :

Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi 

pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan

SASARAN RENSTRA :

Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Jumlah dokumen hasil pengawasan 

penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) 

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), 

dan Izin Perluasan Kawasan Industri 

(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

LPE Kategori Industri Pengolahan

Cakupan penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten

KEGIATAN 2 :

Pengelolaan 

Informasi Pasar Kerja

KEGIATAN 1 :

Cakupan barang 

milik daerah yang 

tercatat

KEGIATAN 1 :

Penyusunan 

Rencana Tenaga 

Kerja (RTK)

Persentase 

kegiatan yang 

dilaksanakan yang 

mengacu ke 

rencana tenaga 

kerja

PROGRAM 10 :

Persentase 

Pertembahan Jumlah 

Industri Kecil dan 

Menengah di 

Kabupaten 

TUJUAN RENSTRA : TUJUAN RENSTRA :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing

KEGIATAN 8 :

KEGIATAN 2 :

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Pelayanan keuangan

PROGRAM 1 : PROGRAM 2 :

Jumlah satuan permukiman 

yang dikembangkan, 

penguatan infrastruktur 

sosial, ekonomi dan 

kelembagaan dalam rangka 

kemandirian satuan 

pemukiman

Pelayanan antar kerja 

di daerah  kabupaten 

/kota

Kegiatan pelayaan 

kepada pencari kerja 

dan perusahaan 

sebagai pemberi kerja

Pelaksanaan 

Pelatihan 

Berdasarkan Unit 

Kompetensi

Jumlah tenaga 

yang dilatih  

tenaga kerja 

bersertifikat 

kompetensi

Nilai LAKIP

Persentase Kegiatan Yang 

Dilaksanakan Yang Mengacu 

ke Rencana Tenaga Kerja

Persentase Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Yang 

Ditempatkan (didalam dan 

diluar negeri) Melalui 

Mekanisme Layanan Antar 

Kerja Dalam Wilayah 

Kabupaten 

Persentase Perusahaan Yang 

Menerapkan Tata Kelola Kerja 

Yang Layak (PP/PKB, LKS 

Bipartit, Struktur Skala Upah 

dan Terdaftar Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan

Tersusunnya rencana 

pembangunan industri

Tingkat waktu 

pelaporan capaian 

kinerja

KEGIATAN 4 :

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah aparatur 

yang mendapat 

peningkatan 

kompetensi

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah


